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Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatal lil’lami>n) yang mengatur semua 
aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang 
yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun 
sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita 
juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi 
kebutuhannya diantaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa (Ija>rah). Yang dimaksud dengan 
ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 
dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri. Bentuk sewa disini yaitu sewa jasa mesin perontok padi dimana pihak pemilik 
mesin menjalankan mesinya untuk menggiling padi milik petani (penyewa) hingga selesai, 
sedangkan penyewa membayar uang sewa mesin tersebut. Sistem pembayaran upah sewa 
mesin yaitu menggunakan sistem karungan. Dimana pihak penyewa harus membawa karung 
dan membayar jumlah karung yang berisi padi ketika padi selesai dirontok.Namun dalam hal 
ini kadang terjadi  kecurangan  baik itu dari pihak pemilik mesin maupun pihak penyewa, 
karena dalam proses pengisian padi ke dalam karung tidak sesuai dengan kesepakatan di 
awal perjanjian. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Jambusari Kecamatan 
Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah 
pemilik mesin (mu‟jir) dan (musta‟jir). Objek penelitiannya adalah akad sewa mesin 
perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Analis data 
yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Adapun hasil penelitian ini adalah praktik akad sewa mesin perontok padi di 
Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah sesuai menurut hukum 
Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat ija>rah yaitu kedua orang 
yang berakad sudah baligh dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kecurangan 
yang dilakukan baik itu oleh pemilik mesin maupun penyewa tidak sengaja karena kedua 
belah pihak ingin sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi akad sewa mesin perontok 
padi di Desa Jambusari dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena kedua 
belah pihak saling meridhai dan saling merelakan. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatal lil’lami >n) yang 
mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh 
Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau 
hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, 
Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang 
realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap 
perkara yang dihalalkan dan yang diharamkanya, juga tidak mengabaikan realitas 
dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkanya, baik individu, keluarga, 
masyarakat, negara maupun umat manusia.
1
 
Manusia dalam memenuhi kebutuhanya tidak dapat bekerja sendiri ia harus 
bermasyarakat dengan orang lain.
2
 Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah 
makhluk sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak yang satu dengan yang 
lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia 
serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan 
manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh 
kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).
3
 
                                                             
1
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 
hlm. 3. 
2
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004),  hlm.278 
3
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 4. 
  
Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan 
bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas 
keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat 
dijalankan. Karena akad dapat menfasilitasi setiap orang dalam memenuhi 
kebutuhan dan kepentinganya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan 
orang lain. 
Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan 
syara’, yang karenanya timbulah beberapa hukum. 4  Akad dibedakan dalam 
berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Adapun akad sewa 
menyewa  yang tergolong dalam akad bernama menurut perhitungan az-Zarqa>’. 
Akad tersebut meliputi:Sewa (al-ija>rah), penempaan (al-istishna>‟), Jual beli (al-
bai>’), penanggungan (al-Kafa>lah), pemindahan utang (al-Hiwa>lah), pemberian 
kuasa (al-Waka>lah), perdamaian (ash-shu>lh), persekutuan (asy-syirka>h), bagi 
hasil (al-Mudha>rabah), hibah (al-Hi>bah), gadai (ar-Rah>n), penggarapan tanah (al-
muzara>’ah), pemeliharaan tanaman (al-mu’a >malah/al-musa>qah), penitipan (al-
wadi>’ah), pinjam pakai (al-‘ari>yah) pembagian (al-qishma>h), wasiat-wasiat (al-
washa>ya), perutangan (al-Qa>rdh).5 Dari macam-macam akad diatas termasuk ke 
dalam kegiatan bermuamalah. Untuk itu harus di perlukan cara-cara yang benar, 
yakni dengan memfungsikan nilai-nilai Islami dalam perilaku ekonomi agar 
manusia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil.
6
 
                                                             
4
 Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah Cet ke-1 
(Jakarta:Pustaka Rizqi Putra), 1997), hlm.27. 
5
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian,  hlm. 7. 
6
 Al-Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 1. 
  
Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling 
menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas 
bermumalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, 




Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena 
manusia adalah makhuk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. adapun 
usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, 
diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (Ija>rah).  Ija>rah secara 
lughawi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilahi ija>rah 
adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka 




Az-Zuhaily dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan  bahwa sewa 
adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu 
tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak 
pemilikan atas barang.
9
 Dimana rukun dan syaratnya terdiri dari dua orang yang 
berakad yang disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu 
dan penjelasan manfaat, ijab qabul, dan harga sewa yang telah disepakati. Sewa 
                                                             
7
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, hlm. 11-18. 
8
 M Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 
Syari‟ah (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009). Hlm. 179. 
9
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, hlm. 185. 
  
(Ija>rah) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S at-
Tha>laq: 6)  
                      
                      
                               
”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian 
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya”.10 
 
Dalam hadi>s riwayat Bukha>ri dijelaskan bahwa: 
  ع  ن   با ن   ط  وا  س   ع  ن   ا  ب  ي 
 ه   ع  ن   با ن   ع  ب  سا   ر  
 ض  ي  ع للها ا  ن  ه  م  ق ا  لا : 
 ا  ح  ت  ج  م    ص  ل  ع  للها ى  ل  ي 
 ه   و  س  ل  م 
  و  ا  ع  ط  لا ى  جا  م 
“Diberitahukan Ibnu Thawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata 
“Nabi Shalallahu „alaihi wasallam berbekam dan memberikan dan memberikan 
upah kepada tukang bekam”11  
 
Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa ialah 
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama 
                                                             
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah (Jakarta:Ziyad Books,2009 )hlm. 
559. 
11
 Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari ,jilid 13 
terj. Amirudin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), hlm. 98. 
  
suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak 
tersebut belakangan itu disanggupi pembayaranya.
12
  
Dalam perkembangannya sewa menyewa (Ija>rah). ada dua jenis  yaitu 
ija>rah yang bersifat manfaat yaitu ija>rah yang obyek akadnya adalah manfaat 
seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan baju 
untuk dipakai. Sedangkan ija>rah yang bersifat pekerjaan, seperti membangun 
gedung atau menjahit pakaian.
13
  
Di zaman yang semakin berkembang ini, banyak yang dimanfaatkan 
untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu 
dengan membuka jasa sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari. Yang 
dimaksud dengan perontokan padi yaitu proses memisahkan antara padi dan 
batang padi. Perontokan ini diperlukan untuk memisahkan padi yang kemudian 
padi tersebut akan diproses lagi agar bisa menjadi beras. Jasa mesin perontok 
padi ini muncul sejak tahun 2015. Pada saat itu hanya satu orang yang memiliki 
mesin perontok padi. Karena sebagian masyarakat Desa Jambusari bermata 
pencaharian sebagai petani, .maka banyak  penduduk Desa Jambusari yang 




 Sewa jasa mesin perontok padi ini bertujuan untuk  melayani para petani 
agar lebih mudah dalam memanen padi dengan cara yang praktis, dan lebih 
efisien. Tetapi petani ada juga yang masih menggunakan alat tradisional. Sewa 
                                                             
12
 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 
hlm. 381. 
13
Qamarul Huda , Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.  
14
  Wawancara dengan bapak Samijan pada tanggal 25 Agustus 2016. 
  
jasa mesin perontok padi penghitungan upahnya menggunakan sistem karungan. 
Ukuran karung yang digunakan dalam merontok padi memakai ukuran karung  
standar yaitu menggunakan karung rata-rata yang berukuran 50 kg. Harga dalam 
menyewa mesin perontok padi yaitu Rp 10.000 perkarung. Untuk menyewa 
mesin perontok padi yang membawa karung yaitu petani (penyewa).
15
 Sebelum 
proses perontokan, padi yang habis dipotong oleh petani dari batangnya. 
Kemudian  dikumpulkan menjadi satu dalam suatu wadah (tenda), lalu pemilik 
mesin mulai merontok padinya. Dalam proses pengisian padi, yang memasukan 
padi kedalam karung yaitu pemilik mesin dan pekerja.  
Dalam praktik sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari disini, padi 
yang dimasukan ke dalam karung kadang ada yang tidak sesuai dengan ukuran 
karung yang ditetapkan atau padi yang diisikan ke dalam karung tidak jelas, ada 
yang sedikit dan ada yang banyak. padi yang diisikan kedalam karung memiliki 
berat yang berbeda yaitu 35-38 kg. Karena dalam pengisiannya, padi yang 
diisikan tidak menggunakan takaran hanya mengisi secara kira-kira yang 
mengakibatkan berat padi berbeda-beda. Diantara karung yang satu dengan 
karung yang lain memiliki selisih yang cukup banyak yaitu 3-5 kg, tetapi harga 
yang ditetapkan sama. Padi yang dimasukan ke dalam karung juga masih terdapat 
sisa kotoran yang tidak sengaja ikut masuk ke dalam karung oleh pemilik mesin. 




                                                             
15
  Wawancara dengan bapak Naryo sebagai pemilik mesin pada tanggal 24 Agustus 2016 
16 Observasi pada tanggal 25 Agustus 2016 
  
Apakah hal seperti yang diatas termasuk ke dalam unsur gharar atau 
tidak, Namun dalam hal ini, tidak semua pemilik mesin melakukan hal seperti itu, 
dari pihak penyewa juga kadang melakukan hal yang sama. Karung yang di bawa 
harusnya ukuran sedang tetapi ada penyewa yang membawa karung dengan 
ukuran yang lebih besar. Maka hal seperti itu apakah disebut unsur gharar.  
Menurut Ali Hasan dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi dalam Islam 
mengemukakan bahwa Gharar yaitu suatu akad yang mengandung unsur 
penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek 
akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.
17
  
Padahal didalam hukum Islam apabila akan  melakukan  sewa ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad : 
1. Para pihak yang menyelenggarkan akad haruslah berbuat atas kemauan 
dengan penuh kesukarelaan. 
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan 
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan 
sesuatu yang tidak berwujud 
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ija>rah haruslah berupa 
sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram 
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik 
berupa uang ataupun jasa.
18
 
                                                             
17
 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta:PT. 
Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.147.  
18
 Helmi karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36. 
  
Dari beberapa hal di atas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan 
sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut, oleh sebab itu, maka penulis 
tertarik untuk meneliti akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari apakah 
sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam proses pengisian padi ke dalam 
karungnya, padi yang dimasukan tidak menggunakan takaran dan dalam 
pengisianya secara kira-kira, kemudian banyak kotoran yang dimasukan ke 
dalam karung sehingga berpengaruh terhadap berat padinya. Didalam praktek 
menyewa juga harus didasari atas dasar suka sama suka dan saling meridhai. 
Karena kita diperintahkan oleh agama untuk tidak memakan harta seseorang 
dengan cara yang bathil, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S an-
Ni>sa 4:   29 
                        
                           
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.19 
 
Jalan yang bathil menurut syara adalah mengambil harta orang atau pihak 
lain dengan cara yang tidak di ridhai (di setujui) oleh pemiliknya, yang termasuk 
ke dalam jalan yang bathil ini adalah berbuat curang, menipu, dan riba.  
Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul : Tinjauan  
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 Departemen Agama, al-Qur’an Tajwid, hlm. 83. 
  
Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di Desa 
Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)   
 
B. Definisi Operasional 
Agar  tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul 
”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di 
Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)”, maka penulis 
memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai 
berikut: 
1. Tinjauan Hukum Islam 
Yang dimaksud tinjauan yaitu pandangan atau pendapat,
20
 sedangkan 
hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang di gunakan untuk 
mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur’an, hadits Nabi 
Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat yang 
berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.
21
 
 Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam disini adalah 
pandangan atau pendapat yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat 
Islam dengan menggunakan ayat al-Qur’an,hadits Nabi, pendapat sahabat dan 
tabi’in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat 
Islam untuk  menentukan hukum Islam. 
2. Akad Sewa 
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 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 
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 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 
1997), hlm. 575. 
  
Akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan 
kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum 
terhadapa obyeknya.
22
 Sedangkan yang dimaksud sewa (Ija>rah) yaitu suatu 
transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu 
harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam 
waktu tertentu.
23
 Jadi yang dimaksud akaad sewa disini adalah pertalian ijab dan 
kabul antara pihak penyewa dan yang menyewakan bahwa barang yang 
disewakan yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harga dan waktu yang 
telah di tentukan oleh kedua pihak tanpa adanya unsur pemaksaan atau penipuan. 
3. Mesin Perontok Padi 
Mesin Perontok padi yaitu alat perontok benih padi, perontokan 
merupakan bagian integral dari proses penanganan pasca panen padi, di mana 





4. Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 
Desa Jambusari adalah sebuah Desa yang terletak sebelah Desa Jeruklegi 
kulon yang memiliki beberapa dusun atau gerumbul yang ada di Desa Jambusari 
antara lain yaitu karang anyar, jambuandap, karang kedawung, pulasari, guling 
badak, dan klesem. Yang dimaksud kecamatan Jeruklegi adalah  sebuah 
kecamatan yang berada dikabupaten Cilacap,  
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Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 
yang berbatasan dengan kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di utara, 
kabupaten Banyumas dan kabupaten di timur, samudra hindia di selatan, serta 
kabupaten Ciamis, kota Banjar, dan kabupaten Pengandaran (Jawa Barat) 
disebelah barat. Jadi yang dimaksud Desa Jambusari kecamatan Jeruklegi 
kabupaten disini adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Jeruklegi dan 
kabupaten Cilacap. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum akad sewa menyewa mesin perontok 
padi yang dilakukan di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap sah 
atau tidak dilihat dari sudut pandang hukum Islam. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berpedoman pada latar belakang di atas penulis merumuskan 
permasalahanya sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik akad sewa mesin perontok padi di desa Jambusari 
kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa mesin perontok padi di 
desa Jambusari, kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan 
skripsi ini yaitu: 
  
a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktek akad sewa menyewa 
mesin perontok padi di Desa Jambusari kecamatan Jeruklegi kabupaten 
Cilacap. 
b. Untuk mengetahui hukum terhadap akad sewa mesin perontok padi di 
desa Jambusari kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap  menurut hukum 
Islam. 
2. Manfaat penelitian 
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: 
a. Manfaat Praktis 
Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan 
pembaca mengenai akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari 
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. 
b. Manfaat teoritis 
Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktek akad sewa  
mesin perontok padi di desa Jambusari kecamatan Jeruklegi Kabupaten 
Cilacap. 
 
E. Telaah Pustaka 
Dalam membahas sistem sewa menyewa, maka penulis menelaah kembali 
literatur-literatur yang terkait dengan permasalan tentang konsep sewa menyewa 
(Ija>rah) dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan 
tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai sewa menyewa banyak 
dibahas juga dalam buku perbankan syari’ah dan fiqh-fiqh khususnya pada 
  
pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara sewa menyewa dalam 
hukum Islam. 
Buku yang berjudul al Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid V, karangan 
Wahbah az-Zuhaili yang membahas tentang adanya keridhaan dari kedua belah 
pihak adalah termasuk kedalam salah satu yang menjadi syarat sah ija>rah.25 
Sewa-menyewa juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas 
dalam buku-buku fiqh  terutama fiqh muamalah. Diantara buku-buku fiqh yang 
membahas tentang masalah sewa-menyewa  (ija>rah), antara lain M.Ali Hasan, 
dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi  dalam Islam (Fiqh Muamalah) 
membahas macam-macam ija>rah dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua, 
yaitu ija>rah bersifat manfaat dan ija>rah bersifat pekerjaan (Jasa).26 
Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan akad sewa-
menyewa, seperti yang ditulis Achmad Mufid Sunani dengan judul skripsi “Ákad 
Sewa Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 
Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)” yang menjelaskan 
bahwa akad sewa tanah bengkok berbeda dengan dengan akad sewa pada 
umumnya, dimana pada umumnya akad sewa tanah bengkok hanya ditanami 
saja. Tetapi di Desa Grujugan sewa tanah bengkok yang dilakukan antara panitia 
lelang dengan petani tidak hanya untuk ditanami saja tetapi ada juga yang 
tanahnya digunakan untuk mengurug karangan, menjual dengan cara dikeruk, 
dan untuk pembuatan batu bata sehingga tanah tersebut menjadi berkurang atau 
                                                             
25
 Wahbah az-Zuahaili, Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid 5 terj. Abdul Hayyle al-kattani 
(Depok: Gema Insani, 2011), hlm.391. 
26
 M.Ali Hasan, Berbagai Macam, hlm. 236. 
  
berubah kondisinya padahal diawal perjanjian bahwa pihak penyewa dilarang 
meggunakan barang sewaan untuk kepentingan yang lain yang dapat merubah 
kondisi barang dan dapat mengakibatkan kerusakan.
27
 
Nunung Muhayatun dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum 
Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri Kabupaten Jepara” 
yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan 
jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakjelasan/ 
spekulasi hasil oleh pihak penyewa. 
Nurul Istirofah dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa 
Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, 
Bantul, Yogyakarta di Tinjau dari Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa sewa 
dengan sistem oyotan dan tahunan yang merupakan masa sewa yang dilakukan 
untuk melakukan sewa menyewa pengelolaan tanah sawah antara pihak pemilik 
sawah dengan pihak penyewa sawah. Al-Ija>rah adalah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Terdapat dua kategori yang 
dilakukan, yang pertama yaitu perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan 
pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah selama 
masa perjanjian, dan yang kedua antara pihak pemilik sawah dengan penyewa 
dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah pemiliknya. Pada 
perjanjian kedua berlangsung kesepakatan bagi hasil pada lahan sawah dengan 
ketentuan pihak  pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa diawal akad 
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dengan diserahkanya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah. Namun 




Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan 
menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif 
terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap akad sewa mesin 
perontok padi belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa mesin perontok Padi di Desa 
Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap”. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka 
penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian 
sebagai berikut: 
Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar 
belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan 
sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar 
dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.  
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Bab kedua, memuat uraian mengenai Ija>rah (sewa menyewa) dalam Islam 
yang meliputi pengertian ija>rah, dasar hukum Ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, 
macam-macam akad ija>rah, sifat dan hukum ija>rah, keberlangsungan obyek 
ija>rah, cara memanfaatkan barang sewa (ija>rah), pembatalan dan berakhirnya 
ija>rah, pengembalian barang sewaan, bentuk gharar dalam  ija>rah, sejarah mesin 
perontok padi dan kelebihan serta kekurangan mesin perontok padi.  
Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi 
jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, lokasi penelitian, 
sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data. 
Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi 
tentang Praktik akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan 
Jeruklegi Kabupaten Cilacap dan analisis hukum Islam terhadap praktik.akad 
sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 
Cilacap. 
Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran 




BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik 
sewa-menyewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi 
Kabupaten Cilacap, Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sewa menyewa mesin perontok padi telah berlangsung sejak tahun 2015. 
Proses sewa menyewa ini terjadi melalui suatu akad yang dilaksanakan 
dengan cara lisan antara pemilik mesin dan penyewa mesin. Akad tersebut 
secara tersirat sudah dijelaskan secara detail mengenai isi perjanjian yang 
merupakan kewajiban-kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh kedua 
belah pihak. dalam praktiknya pemilik mesin menjalankan mesinya untuk 
menggiling padi milik petani hingga selesai, sedangkan penyewa membayar 
uang sewa mesin tersebut. Dalam akad sewa menyewa ini kedua belah pihak 
telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan 
perjanjian pada awal akan melakukan transaksi. 
2. Dengan memperhatikan norma-onrma hukum Islam yang bersumber dari al-
Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma tentang sewa-menyewa, maka sewa menyewa 
mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 
Cilacap dipandang sah dan dibenarkan, dengan alasan sewa-menyewa mesin 
perontok padi ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hukum 
Islam, terutama yang berkaitan dengan subyek yang berakad dan obyek sewa-
  
menyewa. Disamping itu sewa-menyewa mesin perontok padi memiliki 
tujuan yang sangat penting sebagai salah satu sarana kerjasama dalam 
memberikan kemudahan bagi para petani dalam memanen padinya dan bagi 
pemilik mesin agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun praktik 
sewa menyewa mesin perontok padi ini mengandung unsur yang merugikan 
baik dari penyewa maupun pemilik mesin itu sendiri, karena kedua belah 
pihak kadang merasa dirugikan mengenai kecurangan yang dilakukan antara 
pemilik mesin dan penyewa mesin. Padahal kedua belah pihak tidak ada niat 
untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut terjadi kesalah pahaman antara 
pemilik dan penyewa mengenai pengisian padi ke dalam karung yaitu  
pemilik mesin memasukan padi ke dalam karung tidak sama antara karung 
yang satu dengan karung yang lainya, karena kadang penyewa membawa 
karung ke` lokasi lebih besar dan tidak sesuai kesepakatan di awal perjanjian. 
Dan dari pihak penyewa juga tidak sengaja membawa karung karena 
penyewa tidak memiliki karung dengan ukuran yang sama jadi ketika di 
lokasi membawa karung seadanya, sesuai dengan yang dimiliki oleh 
penyewa. Akan tetapi apabila yang dirugikan rela dengan apa yang 
merugikanya, dan apabila pihak yang merasa melanggar isi perjanjian 
memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan maka tindakan ini sudah 
memenuhi ketentuan yang ada. 
Penelitian akad sewa mesin perontok padi ini merupakan jenis ija>rah 




Dengan Minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada 
beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut: 
1. Kepada pemilik mesin hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap 
segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung 
dalam melakukan perjanjian sewa jasa mesin perontok padi, menurut penulis 
sebaiknya sistem pengupahanya sedikit dirubah dalam proses penghitungan 
karung yang  berisi padi tersebut, agar tidak merugikan dan tidak terjadi 
kesalah pahaman antara pihak pemilik maupun penyewa. 
2. Kepada petani atau penyewa hendaknya lebih memahami dan mengerti 
terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam perjanjian dengan pihak pemilik mesin maupun penyewa 
(petani) agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.     
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna 
serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non 
teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik, yang bersifat  membangun sangat 
diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir 
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